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Abstrak
 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan

yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan

tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa

terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun kecuali ditentukan lain oleh UU Kepailitan. UU

Kepailitan semula menetapkan untuk tidak membuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU agar

penyelesaian PKPU tidak berlarut-larut serta PKPU dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan

pembentukannya, yaitu untuk menghindarkan debitor dari kepailitan, tetapi dalam perkembangannya,

dengan tidak dibukanya upaya hukum apapun atas mekanisme PKPU, sering disalahgunakan oleh kreditor

beritikad tidak baik yang dengan sengaja menggunakan mekanisme PKPU sebagai ajang untuk memailitkan

debitor agar debitor tidak dapat melakukan perlawanan hukum apapun, maka dari itu penelitian ini juga

akan melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat terkait dengan mekanisme kepailitan dan PKPU

terkait dengan upaya hukum terhadap kedua mekanisme tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode

penelitian yuridis normatif, dimana peneliti akan melakukan analisis yang berkaitan dengan peraturan

perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli terhadap upaya hukum kasasi atas putusan

PKPU. Penelitian ini menyimpulkan idealnya terhadap putusan PKPU tetap tidak dibuka upaya hukum

apapun dan untuk menghindari adanya kreditor beritikad tidak baik, maka pengajuan permohonan PKPU

hendaknya diajukan oleh debitor selaku pihak yang memahami kondisi keuangan usahanya. 

......The Constitutional Court based on Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 has issued

a decision that opens the opportunity to file a cassation legal remedy for PKPU decisions, where the

decision is not comply with Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Bankruptcy Law

which regulates that PKPU decisions are not allowed any legal remedies unless otherwise provided by the

Bankruptcy Law. In addition to causing discrepancies with what has been regulated in the Bankruptcy Law,

it also causes discrepancies with the bankruptcy case settlement process which is carried out with a fast

process.The Bankruptcy Law originally stipulated not to open any legal remedies against PKPU decisions so

that the PKPU settlement would not be protracted and PKPU could be implemented in line with the purpose

of its establishment, which is to prevent debtors from bankruptcy, but in the development with the non-

opening of any legal remedies for the PKPU mechanism, often abused by the bad faith creditors who

deliberately use the PKPU mechanism as a platform to bankrupt the debtor so that the debtor cannot carry

out any legal defense, therefore this research will also conduct a comparison with the United States related

to the mechanism of bankruptcy and PKPU related to legal remedies for both mechanisms. This research

will use normative juridical research methods, where researchers will conduct analysis related to laws and

regulations, legal theories, and expert opinions on cassation legal remedies on PKPU decisions. This
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research concludes that ideally the PKPU decision should not be opened for any legal remedy and to avoid

bad faith creditors, the PKPU application should be submitted by the debtor as a party who understands the

financial condition of their business.


